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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOLISIAN 

 
F. Pengertian Polisi 

 Secara teoritis pengertian mengenai polisi tidak ditemukan, tetapi penarikan 

pengertian polisi dapat dilakukan dari pengertian kepolisian sebagamana diatur di 

dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia yang berbunyi : 

“ Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga 

polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan “.  

 Dari kutipan atas bunyi pasal tersebut maka kita ketahui polisi adalah sebuah 

lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditentukan 

oleh perundang-undangan.  

 Di dalam perundang-undangan yang lama yaitu Undang-Undang No. 13 

Tahun 1961 ditegaskan bahwa kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum. 

Tugas inipun kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 30 (4) a Undang-Undang No. 20 

Tahun 1982 yaitu Undang-Undang Pertahanan  Keamanan Negara, disingkat 

Undang-Undang Hankam.  

 Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang mencabut 

Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 maka Kepolisian  ini  tergabung  di  dalam  

sebutan  Angkatan  Bersenjata Republik Indonesia, dimana di dalamnya Kepolisian 
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merupakan bagian dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, serta Angkatan Udara. 

Sesuai dengan perkembangan zaman dan bergulirnya era reformasi maka istilah 

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali kepada asal mulanya yaitu Tentara 

Nasional Indonesia dan keberadaan Kepolisian berdiri secara terpisah dengan 

angkatan bersenjata lainnya. 

 

G. Kewenangan Polisi Dalam Penegakan Hukum 

Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menyebutkan : 

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum 

berwenang : 

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan, 

b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 

mengganggu ketertiban umum, 

c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, 

d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa 

e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan 

administratif kepolisian, 

f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindaka 

kepolisian dalam rangka pencegahan. 
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g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, 

h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang, 

i. Mencari keterangan dan barang bukti, 

j. Menyelenggrakan Pusat informasi kriminal nasional, 

k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan 

dalam rangka pelayanan masyarakat, 

l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan 

putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat, 

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. 

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-

undangan lainnya berwenang 

a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan 

kegiatan masyarakat lainnya berwenang : 

b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor  

c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor, 

d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik, 

e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak 

dan senjata tajam, 

f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap 

badan usaha di bidang jasa pengamanan, 

g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus 
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dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian, 

h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik 

dan memberantas kejahatan internasional, 

i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang 

berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait, 

j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian 

internasional, 

k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas 

kepolisian. 

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 14 : 

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 

dan 14 di bidang proses pidana. Kepolisian Negara republik Indonesia 

berwenang untuk : 

a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. 

b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara 

untuk kepentingan penyidikan. 

c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka 

penyidikan. 

d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa 
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tanda pengenal diri. 

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperika sebagai tersangka atau saksi. 

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara. 

h. Mengadakan penghentian penyidikan. 

i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. 

j. Merngajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam 

keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang 

yang disangka melakukan tindak pidana. 

k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai 

negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk 

diserahkan kepada penuntut umum. 

l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 

 Tugas pokok tersebut dirinci lebih luas sebagai berikut : 

1. Aspek ketertiban dan keamanan umum 

2. Aspek perlindungan terhadap perorangan dan masyarakat (dari 

gangguan/perbuatan melanggar hukum/kejahatan dari penyakit-penyakit 

masyarakat dan aliran-aliran kepercayaan yang membahayakan termasuk aspek 

pelayanan masyarakat dengan memberikan perlindungan dan pertolongan. 

3. Aspek pendidikan sosial di bidang ketaatan / kepatuhan hukum warga 
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masyarakat. 

4. Aspek penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya di bidang penyelidikan 

dan penyidikan. 

 Mengamati tugas yuridis Kepolisian yang demikian luas, tetapi luhur dan 

mulia itu, jelas merupakan beban yang sangat berat. Terlebih ditegaskan bahwa di 

dalam menjalankan tugasnya itu harus selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat 

dan hukum Negara, khususnya dalam  melaksanakan kewenangannya  di bidang 

penyidikan, ditegaskan pula agar senantiasa mengindahkan norma-norma 

keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Beban tugas yang demikian 

berat dan ideal itu tentunya harus didukung pula oleh aparat pelaksana yang 

berkualitas dan berdedikasi tinggi.17 

 Memperhatikan perincian tugas dan wewenang Kepolisian seperti telah   

dikemukakan   di   atas,   terlihat   bahwa   pada   intinya  ada dua tugas Kepolisian  

di  bidang  penegakan  hukum,  yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana 

(dengan sarana penal), dan penegakan hukum dengan sarana non penal. Tugas 

penegakan hukum di bidang peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya hanya 

merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas Kepolisian. Sebagian besar 

tugas Kepolisian justru terletak di luar penegakan hukum pidana (non penal). 

 Tugas Kepolisian di bidang peradilan pidana hanya terbatas di bidang 

                                                           
17 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan 

Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 4. 
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penyelidikan dan penyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan dengan 

penegakan hukum pidana, walaupun memang ada beberapa aspek hukum pidananya. 

Misalnya tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, mencegah penyakit-

penyakit masyarakat, memelihara keselamatan, perlindungan dan pertolongan 

kepada masyarakat, mengusahakan ketaatan hukum warga masyarakat tentunya 

merupakan tugas yang lebih luas dari yang sekadar dinyatakan sebagai tindak pidana 

(kejahatan/pelanggaran) menurut ketentuan hukum pidana positif yang berlaku. 

 Dengan uraian di atas ingin diungkapkan bahwa tugas dan wewenang 

kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan 

(yang bersifat pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak daripada tugas 

yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana. Dengan demikian 

dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kepolisian sebenarnya berperan ganda 

baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk menggambarkan 

kedua tugas / peran ganda ini, Kongres PBB ke-5 (mengenai Prevention of Crime 

and The Treatment of Offenders) pernah menggunakan istilah “ Service oriented task 

“ dan Law enforcement duties “. 

 Perihal Kepolisian dengan tugas dan wewenangnya ada diatur di dalam 

Undang-Undang Nol. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.  

 Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa kepolisian adalah segala 

hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan 

perundang-undangan. 
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 Dari keterangan pasal tersebut maka dapat dipahami suatu kenyataan bahwa 

tugas-tugas yang diemban oleh polisi sangat komplek dan rumit sekali terutama di 

dalam bertindak sebagai penyidik suatu bentuk kejahatan. 

 

H. Pengertian Penyidikan 

 Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 1 dan 2 

KUHAP, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah 

pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 

undang-undang. Sedang penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan 

pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk 

mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi 

terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau 

pelaku tindak pidananya. 

 Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari            

“ dan menemukan “ sesuatu peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak 

pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari 

serta mengumpulkan bukti, supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi 

terang, serta tidak ada perbedaan makna keduanya. Hanya bersifat gradual saja. 

Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. 

Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan 

pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Namun demikian, ditinjau dari beberapa segi, 
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terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut : 

Menurut KUHAP  yang  dimaksud dengan penyidik adalah pasal 1 butir 1 

menyebutkan : “ penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau   

pejabat    pegawai   negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-

undang untuk melakukan penyidikan “. 

Kemudian, pasal 6 ayat (1) penyidik adalah : 

1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia, 

2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-

undang. 

Pasal 6 ayat (2)  menyebutkan “ Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dalam ayat 

(1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah “. 

Dalam penjelasan dari pasal 6 ayat (2) KUHAP, disebutkan  juga bahwa                          

“ Kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah 

diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut 

umum dan hakim peradilan umum “. 

 Mengenai kepangkatan penyidik ini oleh Peraturan Pemerintah No. 27 

Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, diterangkan : 

Pasal 2 ayat (1) : 

a. pejabat polisi negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya 

berpangkat pembantu letnan dua polisi. 

b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat 
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pengatur muda tingkat I (Golongan II/b atau yang disamakan dengan itu. 

Mengenai kepangkatan ini masih ada pengecualiaan apabila tidak ada penyidik yang 

berpangkat pembantu letnan dua, seperti yang ditegaskan oleh ayat (2) dari pasal 2 di 

atas yaitu : 

“ dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian yang 

berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah 

penyidik “. 

Ayat (3) “ Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditunjuk oleh 

Kepala Kepolisian republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku “. 

Ayat (4) “ Wewenang penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat 

dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku “. 

Ayat (5) “ Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diangkat oleh 

Menteri atas usul dari Departemen yang membawahkan pegawai negeri tersebut, 

Menteri sebelum melaksanakan pengangkatannya terlebih dahulu mendengarkan 

pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia “. 

 Setelah dikemukakan pengertian dan hal-hal yang berhubungan dengan 

penyidik, maka berikut yang akan dibicarakan adalah pengertian dari penyidikan itu. 

Yang dimaksud dengan penyidikan adalah : serangkaian tindakan penyidik dalam hal 
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dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang 

terjadi  dan guna menemukan tersangkanya (pasal 1 butir 2 KUHAP). 

 Dari rumusan pengertian penyidikan tersebut, maka dapatlah dimengerti 

bahwa tujuan daripada penyidikan itu demikian luasnya, yakni harus mampu 

mengumpulkan bukti-bukti, menerangkan peristiwa pidana tentang apa yang telah 

terjadi serta harus dapat menemukan tersangkanya. 

 Untuk dapat terlaksananya tugas dan tujuan dari penyidikan itu, maka 

dibutuhkan adanya tenaga-tenaga penyidik yang telah terlatih dan terampil. 

 Di dalam undang-undang No. 8 Tahun 1981, seperti yang telah dinyatakan 

di atas, tidak semua polisi negara Republik Indonesia mempunyai kedudukan sebagai 

penyidik. Artinya, hanya pejabat polisi yang telah memenuhi syrat-syarat tertentu 

sajalah yang dapat diangkat menjadi seorang penyidik. Tidak diberikannya 

kedudukan sebagai penyidik kepada setiap polisi negara ini, di samping adanya 

pembagian tugas tersendiri pada dinas kepolisian, juga adalah atas dasar pemikiran 

bahwa penyidikan itu haruslah dilakukan oleh yang telah mempunyai syarat-syarat 

kepangkatan tertentu pada dinas kepolisian. Demikian juga penyidik, haruslah orang-

orang yang telah memiliki keterampilan khusus dalam bidang penyidikan, baik 

dalam segi teknik maupun taktis, serta orang-orang yang mempunyai dedikasi dan 

disiplin yang tinggi, karena di dalam pelaksanaan penyidikan ini adakalanya 

penyidik harus menggunakan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan dan lain-
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lain. Dimana apabila hal ini tidak dilakukan oleh penyidik-penyidik yang telah 

terlatih, maka kemungkinan besar hak-hak asasi seseorang yang hendak diadakan 

penyidikan terhadap dirinya, walaupun prinsip undang-undang itu sendiri 

menjunjung hak asasi manusia. 

 Namun demikian terlepas daripada kelayakan dan keharusan yang harus 

dimiliki oleh setiap penyidik, maka di dalam situasi dan kondisi yang tertentu, sesuai 

dengan letak geografis daripada Indonesia dan serta masih kurangnya tenaga, 

terutama tenaga ahli khususnya di dalam penyidikan pada dinas kepolisian negara 

Republik Indonesia, maka oleh undang-undang diberikan kesempatan untuk 

mengangkat penyidik-penyidik pembantu baik dari Polisi sendiri maupun dari 

pejabat-pejabat pegawai negeri sipil di dalam lingkungan kepolisian negara. 

 

I. Proses Penyidikan Menurut KUHAP 

 Penyidikan atau pengusutan dalam acara pidana dapat dilakukan terhadap 

seorang tersangka apabila orang tersebut telah melakukan suatu kejahatan  atau 

peristiwa pidana. Peristiwa pidana itu dapat diketahui melalui : 

1. Laporan atau pengaduan, 

2. Pemberitaan pers. 

3. Kedapatan tertangkap tangan.18 

 Suatu peristiwa meliputi soal apakah benar telah terjadi peristiwa pidana 

                                                           
18 S. Tanusubroto, Peranan Peradilan, Alumni, Bandung, 1987, hal. 10-11. 
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dan siapa pelakunya (dedernya). Maksud pemeriksaan itu pertama-tama supaya 

penyidik dapat mempertimbangkan benar tidaknya telah terjadi tindak pidana 

tersebut. Dalam hal ini di dunia ilmu pengetahuan hukum ada 2 (dua) sistem 

penyidikan yang dapat dianut, yaitu : 

1. Sistem penyidikan inquisitoir, 

2. Sistem penyidikan accusatoir. 

 
ad. 1. Sistem penyidikan inquisitoir (arti kata penyidikan). 

 Sistem ini menganggap si terdakwa itu sebagai suatu objek, suatu barang 

yang harus diperiksa ujudnya berhubung dengan suatu pendakwaan. 

 Pada abad pertengahan dan abad ke-18, sifat hukum acara pidana menganut 

sistem inquisitoir ini. Bahwa si pemeriksa tidak jarang menggunakan bangku 

pemeriksa/penyidik agar si tersangka mengakui saja perbuatannya itu. Jadi disini 

cara pembuktian itu sangat tergantung dari pemeriksaan sendiri. 

 Penyidikan ujud ini berupa pendengaran si tersangka tentang dirinya  

pribadi. Oleh karena sudah ada suatu pendakwaan yang sedikit banyak telah diyakini 

kebenarannya oleh yang mendakwa melalui sumber-sumber pengetahuan di luar 

tersangka, maka pendengaran tersangka sudah  semestinya merupakan pendorong 

kepada tersangka, supaya mengakui saja kesalahannya. Minat mendorongkan ke arah 

suatu pengakuan salah ini biasanya berhubung dengan tabiat pendakwa sebagai 

seorang manusia belaka, adalah begitu hebat, sehingga dalam praktek pendorongan 

ini berupa penganiayaan. Sistem ini dipakai di tingkat penyidikan pendahuluan dan 
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sistem penyidikan ini terjadi sewaktu berlakunya HIR di bumi Indonesia ini. 

ad. 2. Sistem penyidikan accusatoir (arti kata : menuduh). 

 Sistem ini menganggap seorang tersangka/terdakwa sebagai suatu subjek 

yang berhadapan dengan pihak lain yang mendakwa, yaitu kepolisian atau kejaksaan, 

sedemikian rupa, sehingga kedua belah pihak itu masing-masing mempunyai hak-

hak yang sama nilainya, dan hakim berada di atas kedua belah pihak itu untuk 

menyelesaikan soal perkara pidana antara mereka menurut peraturan hukum pidana 

yang berlaku. 

 Bahwa sifat sistem ini mulai nampak setelah Revolusi Perancis Tahun 1791 

melalui Code Penal Perancis, cara pemeriksaan pada tingkat penghabisan dilakukan 

di muka umum, sehingga tindakan sewenang-wenang berakhir. Begitu juga kepada 

terdakwa telah diberikan kesempatan untuk membela diri. Hal ini juga sama 

kedudukannya (keadaannya) di Negeri belanda yang pada waktu itu telah termasuk 

ke dalam kekuasaan Perancis. 

 Kalau di Indonesia keadaan seperti ini lebih dipertegas lagi. Hal ini termuat 

dalam undang-undang No. 14 Tahun Tahun 1970 (Undang-Undang tentang 

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman) yang menyebutkan bahwa 

setiap orang, yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di 

depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan 

pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang 

tetap (pasal 8), yang lebih dikenal dengan asas praduga tak bersalah (preseumption 
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of innocent), sehingga terdakwa di dalam hal ini berkedudukan sebagai subjek yang 

berhadapan dengan subjek penuntut umum/jaksa. 

 Di depan persidangan baik terdakwa ataupun pembela maupun penuntut 

umum/jaksa oleh hakim akan diberikan hak yang sama, serta kesempatan yang sama. 

Akan tetapi dari semua kesempatan yang diberikan oleh hakim tersebut, maka 

kesempatan terakhir selalu diberikan kepada terdakwa. Misalnya setelah penuntut 

umum membacakan tuntutannya  (requisitoirnya), maka gilirannya diberikan kepada 

terdakwa atau pembelanya hak pembelaan dan jika penuntut umum meminta replik, 

yakni ingin memberikan tanggapan terhadap nota pembelaan terdakwa/penasehat 

hukumnya, yakni tanggapan atas replik tersebut. Demikian seterusnya, hingga saat 

kesempatan itu dihentikan oleh hakim. Jika hakim memandang bahwa telah cukup 

kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada kedua belah pihak dan hakim akan 

memberikan putusannya.19 

 Pengaturan tentang inquisatoir yang lunak kita lihat dari beberapa pasal yang    

tercantum   pada   Bab VII (pasal 69 s/d 74) dan pasal 115 KUHAP. Di sini penulis 

mengambil beberapa pasal untuk membuktikan bahwa KUHAP menganut sistem 

pemeriksaan inquisatoir yang lunak. 

Pasal 69 KUHAP menyebutkan  “ Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka 

sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan  menurut  tata  

                                                           
19 Martiman Prodjohamidjojo, Kedudukan Tersangka dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan, 

Seri Pemerataan Keadilan, Hal. 19. 
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cara  yang ditentukan dalam undang-undang ini “. 

Pasal 70 ayat (1) “ Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 berhak 

menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan 

setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya “. 

Pasal 73 menyebutkan “ Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari 

tersangka setiap kali dikehendaki olehnya “. 

Pasal 115 ayat (1) menyebutkan “ Dalam hal penyidik sedang melakukan 

pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya 

pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan “. 

Pasal 115 ayat (2) menyatakan “ Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, 

penasihat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar 

pemeriksaan terhadap tersangka “. 

 Dalam penyidikan dengan sistem inquisatoir yang lunak, maka dalam 

prakteknya tersangka boleh meminta kepada penasehat hukum penjelasan-penjelasan 

tentang pertanyaan dari penyidik yang kurang ia pahami, baik arti maupun 

pertanyaan yang dimaksudkan. Bahkan jika ada pertanyaan yang bersifat menjerat, 

maka penasehat hukum wajib memberikan peringatan kepada tersangka akan adanya 

jeratan itu yang harus dihindari atau ia tolak. Karena itu di dalam sistem inquisatoir 

yang lunak, tersangka tidak diperlakukan sebagai objek atau sebagai barang yang 

harus diperiksa ujudnya berhubungan dengan suatu persangkaan, akan tetapi 

tersangka sebagai subjek, diminta keterangan yang jelas dan terang apakah perbuatan 
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yang dilakukan olehnya itu merupakan perbuatan pidana atau tidak. Dalam 

pemeriksaan ini tidak diperkenankan untuk memperoleh suatu pengakuan salah, 

seperti di dalam HIR, sehingga oleh karena itu penyidik tidak dibolehkan melakukan 

penganiayaan terhadap tersangka. 

 Sebagaimana yang kita jumpai di dalam pasal 52 KUHAP, bahwa yang 

hendak dicapai atau diperoleh adalah keterangan tersangka atau terdakwa bukan 

pengakuan tersangka atau terdakwa. Bunyi pasal 52 KUHAP tersebut adalah sebagai 

berikut “ Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau 

terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim“. 

 

J. Proses Penyidikan Menurut UU NO. 2 Tahun 2002 

 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia tidak ada secara spesifikasi menerangkan proses penyidikan, tetapi dari 

Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dapat diterangkan merupakan urutan-

urutan proses penyidikan yang dilakukan kepolisian. Adapun isi Pasal 16 Undang-

Undang No. 2 Tahun 2002 adalah : 

 Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

13 dan 14 di bidang proses pidana. Kepolisian Negara Republik Indonesia 

berwenang untuk: 

a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, 

b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memiliki tempat kejadian perkara 
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untuk kepentingan penyidikan, 

c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan, 

d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda 

pengenal diri, 

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, 

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, 

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara 

h. Mengadakan penghentian penyidikan 

i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, 

j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang 

berwenang, di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau 

mendadak untuk mencegah atau menangkal orang asing yang disangka 

melakukan tindak pidana. 

k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil 

serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan 

kepada penuntut umum, dan 

l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 

 Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan 

penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai 

berikut : 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



 56 

a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, 

b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut 

dilakukan, 

c. Harus patut , masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, 

d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan, 

e. Menghormati hak asasi manusia. 
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